BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan tapal batas
Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang di selesaikan secara
Hukum Kearifan Lokal, dimana penyelesaian pelanggaran tersebut dilakukan
dengan cara musyawarah adat Rejang. Penyelesaian konflik ini dihadiri oleh
para keluarga kedua belah pihak yang terlibat konflik, ketua adat beserta
tokoh adat masing-masing desa tempat kedua belah pihak berdomisili, dan
masing-masing kepala desa tempat kedua belah pihak berdomisili.

2. Hambatan dalam penyelesaian konflik sosial yang timbul dari pemasangan
tapal batas Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang berbasis
Hukum Kearifan Lokal adalah emosi individu masyarakat yang sangat tinggi,
serta rasa masih ingin bergabung dengan kabupaten Rejang Lebong yang
diluapkan dengan cara yang berlebih-lebihan. Penyelesaian konflik sosial
dimasyarakat sendiri, tentu dapat dilaksanakan, tetapi apabila penyebab

konflik itu yaitu persengketaan tapal batas tidak diselesaikan, bukan hal yang
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mustahil konflik akan terjadi lagi. Karena banyak pihak yang berkepentingan,

yang seringkali memanfaatkan situasi yang ada.

B. Saran

Penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat lebih mudah diterima
masyarakat apabila diselesaikan secara hukum kearifan lokal. Dalam parktik hukum
adat, tidak ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Bagi hukum adat
cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang tujuannya diarahkan kepada
sasarannya demi untuk mencapai suasana masyarakat yang aman, tenteram dan
sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara
keseluruhan.

Dalam mempertahankan hukum adat, di mana setiap permasalahan dapat
diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin
ada, karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan
dari pada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.

Dalam hal ini kedua kabupaten juga harus memperhatikan masyarakatnya
yang terlibat konflik yang disebabkan karena adanya sengketa tapal batas kedua
kabuapten tersebut, kedua kabuapaten juga harus menyelesaikan masalah tapal batas
tersebut dengan langsung duduk berunding untuk mencari kata sepakat dalam
masalah tapal batas tersebut. Penyelesaian sengketa oleh masyarakat sendiri, tentu

dapat dilaksanakan, tetapi apabila penyebab konflik tidak diselesaikan, vyaitu
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persengketaan tapal batas yang harus kedua kabupaten selesaikan, bukan hal yang
mustahil konflik akan terjadi lagi, karena banyak pihak yang berkepentingan, yang

seringkali memanfaatkan situasi yang ada.
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